
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS

DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal

58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang

Badan Usaha Milik Daerah proses pemilihan anggota

Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota

Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam

Peraturan Menteri;

bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan

Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi

perlu diatur untuk mewujudkan tata kelola perusahaan

yang baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota

Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang : a.

b.

c.



Mengingat
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: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O08 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentatg

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN

PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI

BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD ada,lah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden



J.

4.

5.

6.

7.

B.

9.
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dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam

Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada

Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut

KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum

Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak

diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya

disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan

Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam

perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau

Komisaris.

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum

Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan

kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah

yang bertugas melakukari pengawasan dan memberikan

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan

pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab

atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan

BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di

luar pengadilan sesuaj dengan ketentuan anggaran

dasar.


